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ABSTRAK

Al Mugarrama Shara Asmaul Ahmad, 040 2022 0119. Tinjauan
Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap
Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak
Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di bawah bimbingan
H. Nasrullah Arsyad Sebagai Ketua Pembimbing dan Hasnan Hasbi
Sebagai Anggota Pembimbing

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa
karena dampaknya yang signifikan dalam menimbulkan kerugian besar
terhadap keuangan dan kepentingan negara. Salah satu upaya pemulihan
kerugian negara dilakukan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti. Namun, banyak terpidana tidak memenuhi
kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut. Karena keadaan ini,
pemulihan kerugian negara tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, upaya
hukum perdata diperlukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan serta analisis
secara mendalam terhadap gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara
Negara terhadap perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari
ketidakmampuan mereka untuk membayar kompensasi dalam kasus tindak
pidana korupsi. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dasar hukum, wewenang, dan cara Jaksa Pengacara Negara
menggunakan mekanisme pidana untuk mengajukan gugatan perdata
untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Serta penelitian ini juga
dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika hukum dan
penafsiran ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal
ilmiah, dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata oleh jaksa
pengacara negara terhadap terpidana yang tidak membayarkan uang
pengganti dapat dibenarkan secara hukum sebagai upaya pemulihan
kerugian negara. Perbuatan tidak melaksanakan pembayaran uang
pengganti dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang
merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, peran Jaksa Pengacara
Negara menjadi penting dan strategis dalam menegakkan hukum serta
memastikan pengembalian kerugian negara secara optimal melalui jalur
perdata apabila upaya pidana tidak efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Jaksa Pengacara

Negara, Perbuatan Melawan Hukum, Pemulihan Kerugian Negara,
Gugatan Perdata.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan
hukum, stabilitas ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat
terhnadap pemerintah dan aparat penegak hukum. di bawah bahaya
yang sangat besar. Tindak pidana korupsi tidak hanya menhabiskan
lebih banyak uang negara, tetapi juga membuat institusi negara menjadi
lebih lemah dan menyebabkan ketimpangan sosial menjadi lebih buruk.
Sebagai tanggapan atas masalah ini, Indonesia telah memberlakukan
Undang-undang pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur
ketentuan sanksi pidana serta mekanisme pemulihan kerugian
keuangan negara melalui penerapan pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti.

Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar
hukum yang mengikat dalam upaya pemulihan kerugian keuangan
negara. Ketentuan ini menetapkan bahwa terpidana harus membayar
kompensasi yang setara dengan jumlah harta yang diproleh dari tindak
pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar dalam waktu satu

bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita
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dan melelang propertinya. Jika tidak cukup, terpidana akan menjalani

penjara pengganti.

Dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an secara jelas menegaskan
bahwa pengambilan atau penguasaan harta milik orang lain melalui
cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum dan moral dipandang
sebagai perbuatan yang diharamkan. Ketentuan ini ditegaskan dalam
firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Bagarah

ayat 188 dalam Al-Qur'an:
Jisal a6 V30 SRR D Ty 13055 el sk &0 540 13K V5
033 28815 Y
Terjemahnya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta
sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
Menurut ayat ini, sangat dilarang bagi seseorang untuk

mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti dengan
memanipulasi hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hukum
korupsi menganggap perilaku tersebut sebagai pengkhianatan terhadap
amanah rakyat dan kerusakan sistem hukum negara yang merugikan.
Akibatnya, pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara

dalam kapasitas kewenangannya untuk mengembalikan kerugian

negara dapat dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan,
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menjaga amanah publik, dan memenuhi prinsip syariah agar harta tidak
dikuasai secara zalim dan kembali kepada yang berhak atasnya.
Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran uang pengganti
menggahadapi berbagai kendala.

Dalam praktiknya Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia
Corruption Watch, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana
korupsi tercatat mencapai Rp56 triliun pada tahun 2023, pengembalian
yang berhasil hanya mencapai sekitar Rp 7,3 triliun atau 7,3% dari total
kerugian. Fakta nyata menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran
uang pengganti sebenarnya menghadapi banyak tantangan signifikan
yang menghambat upaya pemulihan kerugian negara. Sebagai contoh
setelah putusan pidana berkekuatan tetap, Jaksa Pengacara Negara
mengajukan tuntutan melalui jalur perdata terhadap terpidana tindak
pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti.

Kasus ini menunjukkan bahwa negara harus menggunakan jalur
perdata untuk mengejar pertanggungjawaban finansial pelaku karena
tidak ada itikad terpidana atau pengalihan aset, meskipun ada putusan
pidana yang mewajibkan pembayaran uang pengganti. Dengan cara
yang sama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt/2012
menegaskan kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara memiliki

kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut

! Kompas.com. (2024, 15 Oktober). ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Selama
2023 Capai Rp 56 Triliun.
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pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan
melawan hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa gugatan perdata
JPN bukan Ne Bis In Idem, tetapi merupakan alat hukum yang berbeda
dari proses pidana. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan secara
bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Ini
menunjukkan bahwa mekanisme pidana tidak berfungsi dengan baik
untuk memulinkan kerugian negara. Banyak terpidana yang tidak
melakukan pembayaran uang pengganti karena aset telah dialihkan,
disembunyikan, atau nilainya tidak mencukupi.?

Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang
mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Kejaksaan
Republik Indonesia melalui Jaksa Pengcara Negara (JPN), memiliki
kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengatasi
kelemahan jalur pidana tersebut. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak mewakili
negara atau pemerintah dalam bidang perdata, baik melalui proses
peradilan maupun di luar pengadilan. Akibatnya JPN bertanggung
jawab untuk melindungi kepentingan negara dan memulihkan aset

yangb dihasilkan dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme

2 Aviano, V., & Yustrisia, L. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang
Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi. EI-Faqih.10(2), 388-399.
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keperdataan, terutama dalam kasus di mana upaya pemidanaan tidak
berhasil.3

Ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, serta Pasal 38C
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan
landasan yuridis bagi JPN untuk mengajukan gugatan perdata dalam
kasus tertentu, seperti ketika tidak ada bukti pidana yang memadai
tetapi ada kerugian negara, tersangka atau terdakwa meninggal dunia,
putusan bebas dijatuhkan, atau aset baru ditemukan setelah putusan
hukum berkuatan tetap.* Dengan menggunakan instrumen ini, negara
dapat mengejar aset yang belum tersentuh dalam proses pidana.
Dengan demikian, gugatan perdata memperkuat prinsip keadilan,
akuntabilitas, dan keadilan dalam pemulihan keuangan negara
sekaligus berfungsi sebagai alternatif hukum yang lebih fleksibel dan
dapat disesuaikan.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memegang fungsi yang
strategis dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara melalui
mekanisme gugatan perdata yang berlandaskan asas Perbuatan
Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemulihan Aset, Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan

untuk menempuh jalur keperdataan sebagai perluasan instrumen

3 Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, |. (2023). Wewenang
Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Halu Oleo Law Review. Him. 114,

4 lbid. 114.
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hukum guna mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak
pidana korupsi.

Mekanisme ini mendukung pelaksanaan Rencana Strategis
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sampai 2024, yang
menempatkan pemulihan aset sebagai prioritas utama sistem
penegakan hukum nasional.

Meskipun memilik peran strategis, pelaksanaan gugatan perdata
oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) menghadapi berbagai kendala
praktis. Pertama, pemulihan kerugian negara sering tertunda karena
proses perdata yang panjang dan birokratis memerlukan tahapan
administratif dan pembuktian yang kompleks. Kedua, seringkali sulit
untuk membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara pelanggaran
hukum dan kerugian negara, terutama ketika aset ditransfer,
disamarkan, atau disembunyikan melalui transaksi yang rumit. Ketiga,
kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi
terkait seperti Kejaksaan, KPK, BPK, dan lembaga keuangan
menyebabkan penyitaan dan eksekusi aset tertunda. Kendala-kendala
tersebut menunjukkan efektivitas JPN dalam gugatan perdata
bergantung pada dasar hukumnya, kapasitas kelembagaan, koordinasi,
dan sistem informasi aset negara yang terintegrasi untuk mendukung
pemulihan kerugian negara.

Sebagai hasil dari peninjauan literatur, ditemukan bahwa
terdapat beberapa celah penelitian, atau gap penelitian, yang belum
banyak diteliti. Studi pertama Prihandana dkk. (2023) memberikan

penjelasan luas tentang kewenangan JPN di bidang perdata, tetapi
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tidak mengaitkannya dengan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365
KUHPerdata) dalam konteks gugatan ganti rugi. Kedua, penelitian yang
dilakukan oleh Marianna dkk (2024) menekankan aspek normatif dari
peran JPN. Namun, penelitian tersebut tidak memeriksa implementasi
empiris dan hambatan teknis seperti pembuktian, pencarian aset, dan
eksekusi putusan. Ketiga, tidak banyak penelitian yang
menggabungkan pandangan hukum perdata dan hukum pidana
tentang mekanisme pembayaran uang pengganti serta menggunakan
pendekatan normatif empiris untuk memeriksa perbedaan antara
praktik di lapangan dan norma hukum.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada sejumlah
pertimbangan teoretis dan praktis. Pertama, Tindak Pidana Korupsi
menyebabkan kerugian negara yang signifikan, mencapai sekitar Rp 56
triliun pada tahun 2023 dengan tingkat pengembalian hanya 7,3%,
menunjukkan bahwa sistem pidana tidak efektif dalam pemulihan aset
negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara
(JPN) harus menggunakan jalur keperdataan lain. Kedua, dalam hal
pembuktian hubungan kausal, penelusuran aset, dan koordinasi antar
lembaga seperti Kejaksaan, KPK, dan BPK, masih ada ketidakpastian
hukum dan kendala implementatif yang terkait dengan penerapan
gugatan perdata oleh JPN. Ketiga , tidak ada standar teknis yang
komprehensif mengenai prosedur gugatan perdata yang berbasis
Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menyebabkan pelaksanaan

di lapangan tidak konsisten dan bergantung pada interpretasi yang

itin Page 15 of 21 - Integrity Submission ubmission ID  trn:oid:::1:347 5
Z' f2 Sub Sub d:::1:347960638



7) turnitin

('TJ turnitin

Page 16 of 21 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3479606385

berbeda dari jaksa masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam penyempurnaan

regulasi serta perumusan petunjuk teknis yang lebih tepat terkait
pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam
perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menyusun
dan melaksanakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas
Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan
Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Yang Mengatur Kewenangan Jaksa
Pengacara Negara dalam Mengajukan Gugatan Perdata untuk
Penggantian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana
Korupsi?

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti
sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara

tindak pidana korupsi?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan menganalisis dasar hukum yang melandasi
kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan
perdata sebagai instrumen penetapan penggantian kerugian
keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengkaji dan menguraikan mekanisme pembayaran uang
pengganti sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara
dalam perkara tindak pidana korupsi, baik dari perspektif normatif
maupun implementasinya dalam praktik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini akan meningkatkan pemikiran dalam ilmu hukum,
khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum tindak
pidana korupsi. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan
tentang wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam
mengajukan gugatan perdata dan menetapkan dan menjalankan
prosedur pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu,
penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi akademis untuk
peneliti lain yang mempelajari masalah korupsi dalam konteks
pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana

korupsi.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum dan aparat penegak hukum memberikan
gambaran dan analisis yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam melaksanakan kewenangan Jaksa
Pengacara Negara. Bagi Pemerintah Negara, serta dalam
memperbaiki efektivitas mekanisme pembayaran uang
pengganti. Memberikan masukan dalam penyusunan atau
evaluasi kebijakan terkait upaya pengembalian kerugian
negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi sehungga
penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.

b. Bagi Masyarakat
Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
pentingnya peran Jaksa Pengacara Negara dan mekanisme
pengembalian kerugian negara, sehingga dapat memperkuat

partisipasi publik dalam mendukung pemberantasan korupsi.
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